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BABlV 

PENUTUP 

1_ Keslmpulan 

a Ada duamacam hubungan hukum yang beroeda yang disesuaikan dengan petjanjian 

yang dibual antara PT Pos lndonesia dan konsumelwya. Dna kelI1UlJ8kinan 

petjanjian yang tetjadi antara PT POB lndonesia dengan konsumen dalam hal 

peogiriman paket, yaitu : perjlllli ian pengan,gkutan alan pedlllliian pemberioo kuasa. 

Perjanjian pengangkutan terjadi apabila pengiriman paket dilakukan melalui daral 

dan menuju ke kota-kota tertentu saja. Karena untuk anslmtan darat yang mellllju ke 

kota-kota tertentu, PT Pos lndonesia mempunyai angkutan sendiri. OJ sini PT Pos 

Indonesia bcrkedudukan sebagai pengangkut. Sehingga perjanjian yang tetjadi 

antara PT Pos Indonesia dan kO!lSlunen yang mengirim paketnya melalui angkutan 

darat yang menuju ke kota-kota tertentu adalah perjanjian pengangkutan. 

Kemuugkiu3n perjanjian lain yang nllmeul adalah perjanjian pemberian kuasa. 

Perjanjian iui terjadi apabila paket dikirim melalui udara alau laut alau darat untuk 

tnjmm kota-kota di mana PT Pos Indonesia tidak punya angkutan sendiri. Oi sini PT 

Pos Indonesia menggunakan jasa perusahaan angkutan lain untuk menganglcnt paket­

paket tersebut Ice kota-kota tujuWl. PerjWlj ian ini terjadi j ika ada kesepakatan antara 

pihak PT Pos Indonesia dengan konsumen. KesepakatWJ itu tetjadi pada saal 

konsnmen pengirim barWJg membayar ongkos alan biaya kirim dan petngas 

menyerahkan resi pada konsnmen pengirim barang:. Oengan tercapainya 
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kesepaka!an tersebut maka akan timbul hak dan kewaj iban yang mengika! kedua 

belah pihak. Apabila ada pihak yang melanggar kesepaka!an tersebut maka pihak 

yang melalrukan Ilelanggarnn horns bertwlggtmg guga!. 

b. 	 Korurumen yang merasa dirugikan oleh layanan jasa PT POB Indonesia dopa! 

melllmtut tan,ggung guga! pada pihak PT Pos Indonesia. Tanggung gugat tersebut 

muncul karena ada pihak yaug lIIeiallAAar keaellakatwI, akibatnya pihak lainnya 

merasa dirugikan. Pihak yang bertanggtmg guga! tersebut pada dasarnya adalah 

karena tidak memenuhi prestasi sesuai perjanjian. Pihak tersebut a1pa atau lalai 

atnu ingkar janji. Pihak yang merasa dirugikan dopa! melakukan upaya-upaya untuk 

menuntut ganti rugi atnu bahkan dapa! mengl!iukan gugatan ke pengadilan dalwn 

naaha memulihkan hak-haknya Mengenni besarnya ganti rugi yang dopa! diberikan 

oJeh PT Pos Indonesia telah diatur dalwn Sura! Edaran Direksi PT Pos Indonesia 

(Persero) No. 116fDlROPfDIV'KET11998. Di dalanmya diatur mengenai besarnya 

ganti rngi apabila pake! hi lang, paket rusak seluruhnya (total), paket hilang sebagian 

a!ll1l pake! rusak sebagian. Guga!an ke pengadilan ini dopa! berupa guga!an perdata 

atnu gugatan pidana Guga!an ke pengadilan ini dilakukan apabila upaya dwnai 

tidak berhasil. 

2. Saran 

a. 	 Sebaiknya pada resi (akla) yang bertanda tangan bukan hanya pihak PT Pos 

Indonesia tapi kOllsumen pengirim paket juga bertanda tangan. Keberadaan tanda 

tangan ini dimaksudkan t1l1tuk pertanggungjaMJban di kemudian hari, yang 
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berbubungan dengan pembuktian jika ada keluhan atau bahkan gugatan. Jika salah 

satu pihale stY a yang tidak bertanda tangan msh hal ini akan semakin memperlemah 

resi (aida) tersebut. Apalagi mengingat bahw!! perjanjian yang terjadi antara PT 

Pos Indonesia dan konswnen pengirim paket berdasarkan kesepakal9ll Jika memang 

sudah sepoka!, seharusnya kcdua b,'lab pilwk bertanda trulglUl sebagai bukti bahwa 

IDereka telah sepakat, 

b, 	 Sebaiknya penyelesaian sengketa dilakukan secara damai. Keunlungan penyelesaian 

secara damai dengan musyawarah adaJah kedua belah pihak dapal menentukan 

bagaimana sebaiknya menyelesaikan sengketa tersebut. Bagi pihak PT Pos 

Indonesia sebaiknya jangan terlalu lama dalam menyelesaikan keluhan alau masalah 

!untutan ganti rugi dari pihak konslll11en. Waktu penyelesaian yang cukup lama tenlu 

stYa merugikan konswnen mengingat bahwa paket tersebut sangal berbarga bagi 

konsumen. Jika prosedur penyelesaiannya bisa dipersingkat akan lebih baik bagi 

kedua belah pihale, Bagi konslll11en, akan lebih terjamin perlindungan atas hale· 

Iwknya. Sedangkan bagi pihak PT Pos Indonesia, bila konsumen merasa terlindungi 

hale-haknya malea konsumen tersebut tidak akan lari ke pengusaba jasa pengiriman 

pake! lain, karena apabila ilu !erjadi moka akan merugikan pihak PT Pas Indonesia. 




